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ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penguatan fungsi legislasi Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor
92/PUU-X/2012, ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah, yaitu ilmu
ketatanegaraan dalam Islam. Sebagaimana diketahui, sebagai wakil daerah di
tingkat nasional, DPD memiliki kewenangan yang terbatas dalam pembentukan
undang-undang. Namun, melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut,
ditegaskan bahwa DPD memiliki posisi yang sejajar dalam proses legislasi pada
bidang-bidang tertentu, meskipun kewenangannya belum mencakup tahap
pengambilan keputusan akhir. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis
Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 terhadap fungsi legislasi DPD; (2) mengkaji
relevansi penguatan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam perspektif
siyasah dusturiyah; serta (3) mengevaluasi sejauh mana penguatan tersebut sesuai
dengan prinsip-prinsip keadilan, representasi, dan musyawarah dalam tata kelola
pemerintahan yang islami.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum diperoleh melalui studi
kepustakaan terhadap dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, Putusan
Mahkamah Konstitusi, serta literatur keislaman klasik dan kontemporer yang
berkaitan dengan siyasah dusturiyah. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah
secara mendalam hubungan antara norma hukum positif dan prinsip-prinsip
ketatanegaraan Islam dalam konteks penguatan kewenangan lembaga perwakilan
daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK No. 92/PUU-X/2012
menguatkan fungsi DPD. dalamtahapan pembentukan undang-undang, terutama
dalam memberikan ‘pendapat, ikut' membahas, dan menyampaikan usulan pada
materi tertentu yang berkaitan langsung dengan kepentingan' daerah. Dalam
perspektif siyasah dusturiyah, penguatan fungsi ini sejalan dengan prinsip syura
(musyawarah), keadilan ( ‘adalah), dan amanah, di mana setiap elemen masyarakat,
termasuk perwakilan daerah, memiliki hak dan peran dalam pengambilan kebijakan
publik.

Meskipun terdapat penguatan secara normatif, implementasi kewenangan
legislasi DPD masih menghadapi tantangan struktural dan politik, seperti dominasi
DPR dalam proses legislasi dan belum optimalnya pengakuan terhadap usulan
DPD. Oleh karena itu, diperlukan upaya lanjutan melalui reformasi hukum,
penguatan kapasitas kelembagaan, dan penataan mekanisme legislasi yang lebih
inklusif agar penguatan fungsi legislasi DPD tidak berhenti pada tataran putusan
hukum, melainkan juga terealisasi secara nyata dalam praktik ketatanegaraan
Indonesia.
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